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PUTUSA AN

NOMOR : 02/G/PTUN,BKL/1839

m
[
]

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETJHANAN YANG MAaHA

Pengadilan Tata Ussha Nesgara 3engkulu yang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengkzta Tata
Usaha Negara pada tingkat pertama telah memutuskan
+

dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut

di bawah ini, dalam perkara antara :

DRS. AWUAR HAMIDI, Kewarganegaraan Indonesia, Peker

jaan Dosen FKIP Universitas Prof, DR, Hazai
rin, SH, Bengkulu, tempat tinggal di Perum
Pepabri Blok A.,7 Nomor & Kotamadya Bengkulu,

selanjutnya disebut sebagal PENGUSUGAT

1., REKTOR UNIVERSITAS PRCOF.DR.HAZAIRIN,SH BENGKULU,

berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal
Ahmad Yani Nomor 1 Kotamadya Bengkulu, selan

jutnye disebut sebagai TEIGUGAT I 3

2. KoTua YAYASAN K _BENGKULY, berkeducdukan dan

berkantor di Jaslan Jenderal Sudirman Nomor 5
Kotamadya Bengkulu, selanjutnya disebut seba

gai TERGUGAT II ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca DPenstapan Ketua ?Pengadilan

Tata s..0uvsss
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Tata Usaha Negara Bengkulu tertanggal 25 Mei 1899
Nomor 02/Pen/1999/PTUN,BKL, tentang Penunjukan su-
sunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis ter-
tanggal 26 Mei 1999 WNomor 02/PEN-HS/PTUNK.BKL/1988
tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan dan Pe
netapan Ketua Majelis tertanggal 28 Juni 1883 ten-

tang Penetapan Hari Persidangan ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara j

Telah membaca dan memeriksa surat-surat buk-
ti dan mendengar keterangan saksi-saksi dimuka per-

sidangan ;

Menimbang, bahwz Penggugat telah menggugat

)

Tergungat d

)
)

Tercugat II dengan surat gugatan ter

tanggal 26 Mei 1833, yang diterima dan terdaftar di
dzlam register Kepaniieraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu pacda tanggal 27 Mei 1888 di bawah
register Nomor 02/G/PTUY.3KL/1989 dan telah diper=-
bziki pade tanggal 24 Juni 1985 yang berbunyi seba-

gal berikut :

1

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Univer-
sitas Prof.DR.Hazairin, 5", Bengkulu Namor : 300/
KPT5/8-2/1/1890 tanggal 1 Maret 1830 Penggugat
diangkat menjadi Pegawal pada Universitas DProf,

DR, Hazairin, S5H. Bengkulu dengan pangkat Penata

MUda sevessses
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Muda I11/a ;

Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Mei 1990 Penggu-
gat diangkat sebagai tenaga pengajar tetap Asis-
ten Ahli Madya pada Universitas Prof.DR.,Hazairin
SH. Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Rektor
Universitas Prof.DR.Hazairin,SH. Bengkulu Nomor
333/KPTS5/8-1/1990 tertanggal 1 Mei 1890 tentang
Penetapan Jabatan Tenaga Pengajar ;

Bahwa terhitung sejak tanggal 1 WNopember 1996
Penggugat diangkat sebagai Tenaga Pengajar dalam
jabatan Tenaga Pengajar Lektor fladya berdasarkan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Re-
publik Indonesia Nomor 0155/002.1/KP/1937 ter-
tanggal 6 Januari 18997 ;3

Bahwa terhitung sejak tanggal 30 Oktober 1894,
Pengqugat diangkat menjadi Dekan FKIP Universi-
tas Prof,DR,Hazairin, SH, Bengkulu dalam pangkat
Lektor Madya berdasarkan Surat Keputusan Rektor
Universitas Prof.DR.Hazairin, SH., 3engkulu Nomor
139/KpT5/3-1/1998 tertanggal 30 Uktober 1888 ;
8ahwa selama Penggugat bertugas dan bekerja di
Universitas Prof.DR.Hazairin,SH, Bengkulu baik
selama menjadi pegawai, tenaga pengajar/Dosen
maupun sebagai Dekan FKIP yang berada di bauwah/
dalam lingkungan Yayasan Semarak 8engkulu, Peng-
gugat telah bekerja dengan baik, Disiplin/rajin
dan tekun serta menun jukkan dedikasi yang tinggl
begitu juga belum pernah Pengougat melaku-
kan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang

tidak baik { melanggar PP. 30 tahun 1380 tentang

Peraturan .....
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Peraturan Disiplin Pegawai Negeri S5ipil yang ju-
ga berlaku dikalangan pegawai Universitas Prof.
DR.Hazairin, SH., Bengkulu)

Bahwa Penggugat selama bertugas belum pernah men
dapat atau dijatuhi hukuman disiplin, baik tegor
an lisan, tertulis, perasaan tidak puzs dan seba
gainya, bahkan dengan menunjukkan disiplin dan
dedikasi yang tinggi karier Penggugat benitu
cepat naik semenjak diangkat menjadi pegawai,
tenaga pengajar tetap, dosen dan terakhir menja-
di Dekan FKIP ;

Bahwa akan tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat
terlebih dshulu, atau tanpa adanya peringatan ke
pada Penggugat, secara tiba-tiba Tergugat I Rek-
tor Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. Bengkulu te
lah menerbitkan/mengeluarkan Surat Keputusan No-
mor 32/KPT35/B-11999 tertanggal 31 Maret 1999
tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Drs. ANUAR=-
HAMIDI pegawai Yayasan Semarak Bengkulu

Bahwa kemudian pada tanggal 3 Mei 19949 Tergugat-
II Ketua Yayasan Semarak Bengkulu telah pula me-
nerbitkan/mengeluarkan Surat Keputusan nomcr o4/
2-11/1V/Y35/1998 tentang Pemberhentian Saudara
DR3, ANUAR HAMIDI sebagai Jekan FKIP Universitas
Prof.DR,Hazairin,SH. Bengkulu g

8ahwa cara dan prosedur menarbitkan/mengeluarkan
Surat Keputusan tersebut oleh Terqugat I dan
Tergugat IT tanpes sepengetahuan Penggugat ter-
lebih dahulu, apalagi Penggugat merasa tidak ber

buat kesalahan, Jjelas perbuatan Terqugat I dan

Tergugat .........
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Tergugat II sewenang-wenang dan bertentangan de-
ngan perbuatan yang berlaku, sehingga Surat Kepu
tusan tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah
dan harus dinyatakan berlaku (vide pasal 53 ayat
2 (a) dan (b) Undang undang Nomor 5 Tahun 1886
tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Bahwa seharusnya Terqugat I dan Tergugat II me-
manggil Penggugat terlebih dahulu kalau ada ke~
salahan Penggugat agar Penggugat dapat memberi-
kan keterangan vang sebenarnya sebelum dikeluar-
kannya Surat Keputusan (obyek gugatan), akan te-~
tapi hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat I dan
Tergugat II, sehingga perbuatan Terqugat 1 dan
Tergugat II bertentangan dengan azas-azas umum
pemerintahan yang baik (vide pasal 53 ayat 2 (c)
UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara)

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ter-
sebut oleh Tergugat I dan Tergugat II jelas me-
rugikan kepentingan Penggugat, dimana selama ini
tempat mencari nafkah bagi Penggugat dan keluar-
ga adalah pada Universitas Prof.DR,Hazairin, SH.
Bengkulu ;

Bahwa Yayasan Semarak Bengkulu dan Universitas
Prof.DR.Hazairin, SH. Bengkulu merupakan perpan-
jangan tangan pemerintah dalam hal ini Departe-
men Pendidikan dan Kebudayaan dibidang pendidike-
an, yang mana peraturan yang diterapkan di Yaya-
san Semarak Bengkulu dan Universitas tersebut mg

ngacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan ..eeeese
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Kebudayaan seperti Surat Edaran Bersama NMenteri
P dan K BAKN No,61333/MPK/1887 dan No,?21/S£/87,
tentang Angka Kredit Bagi Tznaga Pengajar Pergu
ruan Tinggi, begitu juga Peraturan Pemerintah
No, 30/1883 tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil yang Jjuga berlaku dikslangan Uni-
versitas Prof.DR,Hazairin,SH, Bengkulu,sehingga
dapat digolongkan kepada Badan Tata Usaha Nega-
ra yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bideng pendidikan, maka sengketa ini termasuk
sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur
dalam pasal 1 ayat 4 Undang undang No.5 Tahun-
1936 tentang Peradilan Tata Uszha Negara ;
Bahwa Penggugat telah berusaha mencari penyele-
saian masalah ini dengan Tergugat I dan Tergu-
gat IT dengan mengirim Surat keberatan kepada
pihak Terguget II tanggal 10 Mei 19938 tanggal-
12 Mei 1999 dengan tembusan surat kepada Bapak
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Beng-
kulu dengan menjelaskan masalah yang sebenarnya
agar masalah ini dapat diselesaikan dengan se=
baik-baiknya, akan tetapi sampai sa'at ini ti-
dak ada jawaban dan tanggapan dari Tergugat I
dan Tergugat II 3

Bahwa untuk mencari perlindungan hukum agar ke
pentingan Penggugat tidak terus dirugikan aki-
bat dari Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh
Tergugat I dan Tergugat 11 tersebut adalah deng
an jalan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata

Usaha Negara vyang berwenang yaitu Pengadilan

Tata eevieene
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Tata Usaha Negara Bengkulu, oleh karena jalan pe
nyelesaian yang ditempuh tidak berhasil, sedang-
kan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II
cacat prosedur, bertentangan dengan peraturan
yang verlaku dan merupekan perbuatan yang sewe-
nang-wenang, sehingga harus dinyatakan cacat hu-

kum, tidak sah atau batal ;

Bahwa oleh karena tidak ada pilihan lain ba-
0i Penggugat guna mendapatkan perlindurgan hukum,
serta mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya
selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu, maka untuk itu Penggugat mohon ke-
pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
untuk memeriksa perkara/sengketa ini dengan memang-
gil Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II un-
tuk menghadap dipersidangan pada waktu yang diten-
tukan kemudian dan kemudian memberikan putusan seba

gal berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan
Tata Usaha Negara :
- Nomor 32/KPTS/B-1/1899 tertanggal 31 Maret 19-
93 tentang Pemberhentian Sementzre Sdr., Ors.
AMUAR HARIDI Pegawal Yayasan Semarak Bengkulu
yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Prof,
DR.Hazairin, SH, Bengkulu selaku Tergugat I ;
- Nomor 04/C-I1/IV/YBS/1999 tertanggal 3 Mei 18-
99 tentang Pewberhentian Saudara Ors.Anuar Ha-
midi sebagai Dekan FKIP Universitas Prof. DR,

Hazairin, SH. Bengkulu yang dikeluarkan oleh

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Ketua Yayasan Semarak Bengkulu selaku Tergugat
11
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk
mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula sg
belum dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut ;
4, Membebankan segala biaya yang timbul dalam seng-
keta ini kepada Tergugat I dan Tergugat II atau
jika Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mg

hon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditentukan para pihak telah detang menghadap diper-
sidangan, Penggugat hadir sendiri dan pada sidang
selanjutnya diwakili oleh Kuasanya :

1. JOHN TANDUKALLC, SH,

2. SUGIHAN PRIBADI, SH,

3., WURBAITI, SH,

dengan Surat Xuasa Khusus tanggal 7 Juli 1299 Nomor
10/Pdt/V11/1399, sedangkan Tergugat I diwakill oleh
Kuasanya : H. HAMZAH. R, SH. dengan Surat Kuasa Khu
sus tanggal 9 Juni 1999 Nomor 64/E-4/1/19389 dan Ter
gucat II diwakili oleh Kuasanya MOHAMMAD FAISAL, SH,
M.Hum. dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli-

1999 Nomor 229/C.V/VII/YSB/1899 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I atas gugatan
Perggugat tersebut telah mengajukan Eksepsl tertang
gal 7 Juli 1999 dan Jawaban tertanggel 14 Juli 1998

yang pada pokoknya berbunyi sebagal berikut :

DALAM EKSEPSI @

1. Universitas Prof,DR.Hazairin, SH. Bengkulu adalah

Universitas oev..
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Disclaimer

Universitas Swasta yang dibentuk berdasarkan Ke-
putusan Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 1 Tahun-

1984,

Yayasan Semarak Bengkulu adalah Yayasan atau ba-

dan hukum kepunyaan Pemerintah Daerah Propinsi

Bengkulu, tetapl bukan badan pemerintah atau bu-

ikan merupakan baunian dari sekretariat Pemerintah

Daerah Propinsi Bengkulu 3

Universitas Semarak Bengkulu mempeker jakan Dosen

dan Karyawan yang terdiri dari :

a. Pegawail Negeri yang dipekerjakan pada Yayasan
/Pegawval Kopertis sebagail Dosen Negerl yang
dipeker jakan.

b. Pegawai Yayasan Semarak Bengkulu murni /Dosen
Yayasan murni ;

Saudara Drs. Anuar Hamidi (Anwar Hamidi) diang-

kat dengan Keputusan PJS. Rektor UNIHAZ Nomor :

184/KPTS/8-2/1/1988 tanggal 9 Maret 1868 TMT., 1-

April 1988, Jadi jelas yang bersangkutan adalah

pegawal Yayasan murni yang diangkat oleh Rektor

berdasarkan delegasi wewenang, dari Yayasan Sema
rak Sengkulu, yang bersangkutan adalah pegawal
swasta, bukan pegawai negeri, golongan I111/a bu-
kan PGPS, golongan tersebut adalah III/a Versi

UAIHAZ sendiri ;

UNIHAZ sebagai Perguruan Tinggi swasta yang meng

emban tugas~tugas pemerintah dalam mencerdaskan

kehidupan bangsa, meningkatkan sumber daya manu=-
sia, mempeker jakan pegauwal, karyawan/dosen pega-

wali Negeri Sipil Kopertis vyang dipekerjakan --

(DPK) wuunnn
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Disclaimer

(DPK) pada UNIHAZ/Yayasan Semarak Bengkulu dan
pegawal Yayasan murni yang diangkat dan diberhen

tikan oleh Rektor.

Untuk pengaturan disiplin dan peningkatan presta
si kerja di UNIHAZ, maka bagl PNS, yang dipeker-
jakan tersebut dipergunakan PP. 30 tahun 1980,
tentang Peraturan disiplin 245, sedangkan bagi
yang Non PNS diberlakukan ketentuan khusus yaitu
Statuta UNIHAZ tahun 1893 dengan perubahan peru-
bahannya ;

flengenal gugatan dari saudara DOrs.Anuar Hamidi
(Anwar Hamidi) akan saya hubunnkan dengan Undang
undang fNemor 5 tahun 1886 Li, RI, Nomor 77 tahun
1566 pasal 1 angka 4 (empat) vyang berbunyi :
"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang
timbul dalam bidang Tata Usaha Negara dengan Sa-
dan atau Pejebat Tata Usaha Negara baik di pusat
maupun di daerah sebagal akibat dikeluarkannya
Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa ke
pegawalan berdasarkan peraturan Perundang undang

an yang berlaku',

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas maka sa-
ya berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Nega-
ra Bengkulu tidak berwenang untuk mengadili atau
memprases gugatan yang diajukan oleh Saudara Ors
snuar Hamidi (Anwar Hamidi), karema wunsur unsur
yang dimaksud dalam pasal 1 angka 4 {empat) Un=-
dang-undang flomor 5 tahun 1888 tidak terpenuhi,

Lebih tegas dinyatakan bahuwa sengketa ini bukan

sengketa Tata Usaha Negara.Rektor UKNIHAZ sebagail

Personifikasi ,.......
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Personifikasi Lembaga Pendidikan Swasta yang me-
laksanakan bagian dari tugas-tugas Femerintah bu
kan Badan Tata Usaha Negara tetapi adalah badan
Swasta, penggugat pun bukan orang Pegawal Nege-
ri, tetapi adalah pegawai swasta.

Jadi posisinya sekarang pegawai swasta Versus Ba

dan Swasta.

Atas alasan-alaesan yang saya kemukakan diatas,mg

hon kepada Majelis agar dapatl memutuskan :

1. Menerima eksepsi dari kuasa hukum Tergugat I

{Rektor UNIHAZ).

fienolak atau menyatakan Pengacilan

Negara vyang bersidang hari ini tidak ber-

wenang untuk mengadili gugestan dari Penggugat

Ors. Anuar Hamidi (Anwar Hamidi).

3. Menyatakan bzhwa Surat Keputusan Rektor Nomor
032/KPTS/B-1/1/1998 yang telah dipertanggung
jawabkan dalam rapat senat Universitas tang-
gal 28 April 1999 telah diterima baik oleh
Senat dsnnan Xeputusannya tanggal tersebut di
atas Nomor 0O1/KPT3/8-1/1/1883 yang telah di-
terima dan dikukunhkan oleh Yayasan Semarak
Bengkulu dengan Surat Keputusannya Nomor G4/
C-II/YB85/19%9 tanggal 3 Mei 199 adzl=h sah.

4., Wenghukum Penggugat DOrs. Anuar Hemidi (Anwer

Hamidi) untuk membayar biaya perkara.

DALAM PCKOK PERKARA

1.

Disclaimer

Dengan alasan gugatan/objek sengketa Surat Ke-

putusan Tergugat I Nomor : 32/KPTS/3-1/1/19989

tertanggal ... .00
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tertanggal 31 Maret 1989 yang diketahui dari sa-
lah satu seorang pegawal Universitas Prof.DR,Ha-
zalrin, SH, tanggal 1 April 1299, Perlu juna di
sampaikan bahwa pada saat penyampaian Surat Kepy
tusan tersebut pada tangoal 1 April 1929 terjadi
peristiwa dimana yang bersangkutan tidak mau me-
nerima Surat Kepuitusan tersebut atau menolaknya,
Bukan hanya itu bahkan mengancam Pembantu Rektor
I Universitas Prof.DR.Hazairin,SH. yang sedang
menjalankan tugas dinas., Dan hal ini pada tang-
gal 1 April 1998 juga sudah dilaporkan kepada pi
hak Kepolisian Bengkulu dan telah diperiksa/ di-
proses pada tanggal 14 April 13949 ;

Jika Surat Keputusan Nomor 32/KPTS/8-1/1339 ter-
sebut dijadikan objek sengketa, penggugat lupa
menghubungkan dengen pasal 1 angka 3 (tiga) Un-
dang undang Nomor 5 tahun 19865, sebagai berikut:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu peneta
pan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pe
jabat Tata Uszaha Negara yang berisikan tindzkan
hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, vyang bersifat
Konkrit, Individual dan Final vyang menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Per
data.'" Jadi berdasarkan pasal 1 Undang undang -~
tersebut diatas Surat Keputusan Rektor itu belum
Final karena masih harus dipertanggung jawabkan
kepada Badan yang lebih tinggl dan yang berwe-
nang yaltu Yayasan Semarak Bengkulu,

Apalagi jikas dihubungkan dengan pasal 1 angke &

(empat) ..........
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(empat) Undang undang Nomor 5 tahun 13985  kewe-
nangan peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadi
11 perkara ini sungguh diragukan eksepsi dalam
hal ini sudah diajukan pade sidang tanggal 7 Ju-
1i 1999 yang lalu. Jadi saya tetap berkeyakinan
kasus ini termasuk bidang hukum pemburuhan, weuwe
nang P-4 D untuk menyelesaikannya ;

Proses timbulnya Surat Keputusan Rektor Nomor 32
/KPTs/8-1/1/1992 tersebut diawsli dengan surat
pengaduan dari seudara M. Noor Armi, SE,MM. Dosen
Fakultas Ekonomi Universitas Prof.DR.Hazairin, SH
tanggal 2 Maret 13898 yang isinya mengadukan sau-
dara Drs. Anuar Hamidi Dekan Fakultas FKIP Uni -
versitas Prof.DR.Hazairin, S3H, telah melakukan
perouatan tercela, hubungan asmara, me=lakukan hu
burngan seb=mgal suami isteri dengan isterinya ber
nama Yeni Agustien mahasiswa FKIP Universites --
prof, DR.Hazairin,SH., yang berlangsung cukup la-
ma hampir dua tahun sejak bulan Agustus 1887,
terakhir Maret 1298 ;

Sehuhungan dengan point 3 diatas, oleh Rektor di
perintahkan Pembantu Rektor I (sekarang adalah
kuasa hukum terqugat I) sendiri memanggil sauda-
ra Drs., Anuar Hamidi. Hal inil dilimpahkan kepada
Pembantu Rektor I menanganinya karena Rektor-
akan berangkat ke Jakarta. Selaku Pzmbantu Rek-
tor I yang pada hari itu juga mandapat tugas se-
bagai Rektor mewakili, telah memanggil saudara
Drs. Anuar Hamidi. Pemanggllan secaera lisan dan

bersifat rahasia dilakukan tanggal 3 dan 5 Maret

Maret 1329 ,...
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Didepan Pembantu Rektor I saudara
Ors. Anuar Hamidi memberikan pengakuan lisan se
cara terus terang bahwa memang betul dia telah
melakukan hubungan badan sebagail
FKIP,

berzinah dengan Yenni Agustien mahasiswa

Universitas Prof.DR.Hazairin, SH, isteri dari --

saudara M, Noor Armi, SE.MM. Kejadian tersebut
terjadi dicottage Pasir Putih pantai panjang
Bengkulu pertama kall pada bulan Agustus 1897

dan berlanjut terus beberapa kali,setidaknya leg

bih dari 3 (tiga) kali ditempat yang sama atau

ditempat yang lain atas kemauan suka sama suka.

Pada saat dipanggil tersebut sesual dengan sa-

ran Rektor, dimintz agar yang bersangkutan min-

ta berhenti saja, supaya persocalannya cepat se-

lesai, tidak diketahui banyak orang dan dianya

bisa diberhentikan dengan hormat ates perminta

an sendiri, Tawaran tersebut ditolak oleh vyang

)

bersangkutan. Jadi tidak benar kalau Rektor Uni

versitas Prof,OR.Hazairin, SH, dalam mengeluar-

w2

kan Surat Keputusan Tersebut bertindak sewenzng

wenang, bertindak diluar prosedur ;

Surat dari Nyonya Ora. Lasnidah, Ibu Rumah Tang

ga Isteri dari saudara Drs.Anuar Hamidi tanggal

4 fMaret 18688 kepada Rektor Universitas Prof, DR,

Hazairin, SH, perih«l menanggapi laporan pengadu

Ka=-

il

an saudara M, tanpa dasar.

Noor Armi, SE, MW,

rena surat pengaduan saudars i, Noor fArmi, SZ.MNW
kepada Rektor tanpe ditembuskan kepada Ora.las-

mideh maupun saudara Ors,Anuar Hamidi, Pada aleg

alenia .......

suami isteri .
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alenia 3 dari atas surat tersebut berbunyi seba-
gai berikut : "bahwa hubungan intim antara sauda

ra Drs, Anuar Hamidi dengan saudara Yeni Agus-
tien dilakukan atas dasar senang sama senang atau
suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dan tekan
an, mzlalui proses pacaran dan bermuara kepada
perbuatan zinah seperti dimaksud dalam pasal 284
KUHP dan perbuatan tersebut berlangsung cukup la
Hamidl

ma atau setidak-tidaknya sejak Drs. Anuar

memergoki peristiwa pertama di alenia ke-l surat
terse-

Nyonya Ora. Lasmidah diatas dan hubungan

but berlz:njut sampal dengan pertengahan puasa ta

hun 1998, seperti tercantum dalam surat cinta

terlampir,”

dimulal dari

Jika dilihat dari usutan peristiuwa

surat pengaduan saudara M., Noor Armi, Sz,™i peng-
akuan saudara Anuar Hamidi sendiri didepan Pem-
bantu Rektor I tanggal 3 dan 5 flaret 1893 dan sy

rat pengaduan dari saudari Dra. Lasmidah

nya sendiri sudah diyakini bahua yang bersangky

tan Drs. Anuar Hamidi sudah berbuat perbuatan

anoral melanggar ketentuan khusus yang berlaku

2

-

dilingkungan Universitas

itu STATUTA Tahun 1283, Pasal-pasel yang dilang-

gar oleh yang bersangkutan adalah sebagal Deri-

kut

1. Passl 84 ayat 1 syaret-syarat untuk men jadi
pegawal angka 3 {(tiga} : mempunyal moral dan
integritas yang tingol

2, Pesal 91 syarat menjacil dosen:angka 4 (empat)

mempunyal

P
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mempunyai moral dan integritas yang tinggi.

Berpi jak pada pasal-pasal tersebut diatas maka
saudara penggugat tidak memenuhi syarat lagi un-
tuk menjadi Karyawan/Pegawai/Dosen apa lagl men-
jedi Dekan FKIP, pada suatu Lembaga pencetak te-
naga Pendidik, Pemberhentian semertara yang ber
sangkutan dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 32
/KPTS/B-1/1/1998 berdasarkan pasal 27 ayat 3 Pe-
ngurus Yayasan dapat memberikan kuasa kepada Rek
tor untuk mengangkat dan memberhentikan Dekan
dan selanjutnya pada ayat 4 Rektor dalam melaksa
nakan ayat 3 diatas harus memberi pertanggung ja
waban kepada Yayasan. Pertanggung jawaban ini tege
lah dilakukan ocleh Rektor setelah terlebih dahu-
lu melaporkan kepada Senat Universitas, Dalam

rapat senat Universitas tanggal 28 April 1988

telah dikeluarkan Keputusan Nomor 01/XPTS/8-1/1/

1999 tangoal 28 April 1999 yang membenarkan tin-

dakan Rektor dengan Surat Keputusan Nomor 32/KPT

5/B-1/1/1999 dan menugaskan Rektor menyampaikan

Keputusan tersebut kepada Yayasan.

Menurut Statuta Universitas Prof.DR.Hazairin, SH,

sanksi diatur pada pasal 100,

(1) Civitas Akademika dan Pegawai yang melanggar
ketentuan yang berlaku pada Universites dibg
rikan sanksi,

(2) Jenis sanksi berupa :

a. Teguran
b. Peringatan
c. Skorsing

d. Pemberhentian ....

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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d. Pemberhentian dengan hormat

e. Pemberhentian dengan tidak hormat.
Adapun yang dilakukan oleh Rektor dengan pember-
hentian sementara dan Surat Keputusan Nomor 32/
KPTS/B~1/I/1999 sebenarnya sudah sesual dengan
Pasal 2 huruf c.
Statuta, sudah cukup adil, sebanding dengan per-
buztan amoral yang merusak citra lembaga pendidi
kan di Universitas Prof,0OR.Hazairin, SH. untuk ke
salahan yang patel yang merupakan kesalahannya
sendiri,
Kasus berat yang dilakukan penggugat ini tidak
bisa lacgi dilakukan teguran, atau peringatan,
karena kasus ini di Dunia Pendidikan amat berat.
Banaimana memperingati orang yang sudah berbuat
demikian, kamu jangan membunuh, kamu jangan ber-

zinah, tetapi dia sudah membunuh dan sudah ber-

fMenangoapl alasan-clasan yang penggugat kemuka-
kan dalam surat gugatan hal 2 (dua) angka 1 (sa-

tu) ¢

1. Pangkat Penata Muda I1I/a bukan PNS tetapd
I11/a versi Universitas Prof.,OR.Hazairin, SH,
sendiri hanya untuk penentuan skala gaji di-
lingkungan Universitas Prof.DR.Hazairin, SH.
pengangkatan PN3 harus ada formulir persetu-
juan BAKN, Kalau yang bersangkutan PHS tolong
tunjuikkan formulir persetujuan dari BAKN nya.

2. Butir 3,4,5 dan 7 sudah terjawab dengan jawab

an kami atas pelanggaran saudara terhadap
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pasal-pasal Statuta yang tzlah dikemukakan diatas
Butir 8 adalah wewenang Yayasan untuk men jawabnya

Butir 8 menurut pendapat kami tindakan Rektor Uni
versitas Prof,D%,Hazairin, SH, memberhentikan yang
bersangkutan dengan Surat Keputusan Nomor 32/KPTS
/B-1/1/1889 adalah benar dan syah dan sesuai deng

an prosedur,

Butir 11 yang bersanokutan diberhentikan karena

kesalahan sendiri.

Butir 12 Peraturan Mendikbud dan Edaran bersama
8AKN Nomor 61393/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/ 19237,
adelah pengaturan tezntang angke kredit untuk me-
nentukan syarat sebagal tenaga pendidik/ fungsio-
nzl peraturan tersebut bersifat umum,setelah yang
bersangkutan melakukan tindakan yang bertentangan
dengan Statuta yang berlaku di Universitas Prof,
DR.,Hazairin, SH., sebagai lexspecialis maka hak yang
bersangkutan untuk menjadi Tenaga Pendidik/fungsi
onal gugur dengan sendirinya.

gutirt 13 Surat yang bersangkutan sengaja tidak
kami jaweb, karena tembusannya ditujukan kepada
Kopertis dan Gubernur, kami menyadari bila dija-

wab maka kami ikut berdosz menyebarkan zib sese-

o

orang dimuka parz pejsbat pemerintah, kecuali di-
muka pengadilan ini, bila dikehendaki oleh Penga-
dilan bahwe akan kami pepsarkan, Dan untuk lebih
gamblang juga akan kami hadirkan pihak-pihak yang
terlibat langsung dalam kasus ini, dengan catatan

penggugat sendiri harus hadir,

Tindakan ..ieeeeeas
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Tindakan yang paling tepat dalam hal ini adalah pem-
berhentian sementara sebagaimana yang dilakukan oleh
Rektor. Karenanya maka Surat Keputusan Rektor terse
but adalah syah dan benar, sesuai dengan prosedur

yang oerlaku dilingkungzn Universitas Prof,DR.Hazai-

1

rin, SH, dan tidak benar dikatakan tanpa dasar, tanpa

hak, dan sewenzng-wenang.

Akhirnya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memu-

tuskan

1. Menerima eksepsi Tergugat I

2. Menolak gugatan penggugat

3. Menyatakan bahwa Keputusan Rektor Nomor 32/KPTS/

3-1/1/1989 dinyatakan syah menurut hukum,

4, Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.
Menimbang, bahwa Tergugat II Jjuga telah meng-

ajukan Eksepsi tertanggal 7 Juli 1899 dan Jjawaban

tertanggal 14 Juli 19398 yang pada pokoknya berbunyi

sebagali berikut :

DALAM EXSEPSI :

1, Yayasan Semarak Bengkulu adalah suatu badan hukum
yang dibentuk berdasarkan Akta dibawah Notaris
yang kepunyaan Pemerintah Daerah Propinsi Bengku-
lu (sebagai 3adan Pendiri), tetapi bukan badan pe
merintah atau bukan merupakan bagian dari Sekreta
riat Pemerintah Daerah Sropinsi Bengkulu,

2. Universitas Semarak Bengkulu mempeker jakan Dosen
dan Karyawan yang terdiri dari
a. Pegawai Negeri vyang dipekerjakan pada Yaya

san/Pegawai Depdikbud di bauwah Kopertis 1II

Palembang «.cvevuns
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Palembang sebagal Dosen Negeri yang dipekerja
kan, yang tunduk pada ketentuan PP, 30 Tahun-

1980 tentang disiplin PNS.

b. Pegawai Yayasan Semarak Bengkulu murni/Dosen
Yayasan murni, yang tunduk pada Statuta UNI-

HAZ,

Saudara Drs.Anuar Hamidi (Anwar Hamidi) diangkat
dengan Keputusan PJS, Rektor UNIHAZ Homor 184/
KpTS/B-2/1/1988 tanggal 9 Maret 1988 TMT., 1 Ap-
ril 1988, Jadi jelas yang bersangkutan adalah Pg
gawai Yayasan murni yang diangkat oleh Rektor
berdasarkan delegasi wewenang, dari Yayasan Sema
rak Bengkulu, yang bersangkutan adalah Pegauwal
Swasta, dengan jabatan Asisten Ahli Madya versi

UNIHAZ sendiri.

Khronclogis terbit SK Pengurus Yayasan Semerak
3angkulu Nomor 04/C-I1/Y3S/1993 tanggal 3 Mei-

1999 sbb :

a. Pengaduan Sdr. M, Noor Armi,SE. dosen UNIHAZ
tanggal 2 Maret 1998 kepada Rektor UNIHAZ ten
tang : Sdr. Drs. Anuar Hamidi telah berzinah

dengan isterinya Yenni Agustian mahasiswa

FKIP UNIHAZ.

b. Pengakuan Sdr, Ors. Anuar Hamidi, bahwa vyang
bersangkutan telah melakukan zinah, baik seca
ra tertulis maupun lisan kepada Sdr. Pembantu
Rektor I UNIHAZ pada tanggal 3 dan 5 Maret-
1999, Dengan tindakan asusila yang dilakukan

oleh yang bersangkutan,maka yang bersangkutan

sudah seveeeanes
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sudah tidak lagi dapzt memenuhl syarat moralil

)

tas yang harus dimiliki oleh setiap dosen se-
b b

bagaimana yang ditentukan dalam pasal 31 ayat

(1) statuta UNIHAZ tahum 1023,

Ancaman dengan membawa senjata tajam terh=dep

an Tirgeci UNIHAZ yang ancaman

akan memencnal kenala Sdr,
~ Rektor UKIHAZ
- Pembantu Rektor UNIHAZ

- Drs. M., Noor Armi, S5E

Adanya kereszhan dikalangan meahasiswa UNIHAZ
apabila kasus moral CHIRAZ ind
toakan mo! terjs i demontresli di

Keputusan Rapat Senat URIHAZ tanggal 28 4pril

1889 vang mengukuhkan SK Rektar ULINHZ 2,32/

I0Z1 Vorel 1207 fentang

KPTS/0~1/1/1027 o

i ' ' >

menberhentikan somentara Sdr.drs,. Anuar Hamidi

dari kedudukan dan jabatannya selaku pegauwai,

dosen can Dekan F

Keol:tuan Drs,., Anuar Hamidi tentang tindakan
amoral ini sudah semakin kronis saja, disam=-
ping Drs.Anuar Hamidi menggarap Yenni Agusti-
an mahasiswa FKIP UNIHAZ, yang bersangkutan -
telah menggarap Evi Rosita juga mahasiswa FK-
IP UKNIHAZ dengan modus operasi y.nz sama {(pe-

ngakuan Sdr,Evi Rosita tanggal 30 April 19889)

Perbuatan semena-mena Ors.Anuar Hamidi terha

dap mahasiswi Yenni Agustian, sbb :

"‘A‘jabila P IR A A A
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Apabila Sdr. Yenni Agustian mengakul sudah
melayani suaminya M.Noor Armi,SE, maka Drs.
Anuar Hamidi berkata kepada Yenni Agustian:
Dasar Lonte.
Yenni Agustian sering dipukuli oleh Drs.
Anuar Hamidi :
1. 4 kali ditampar
2. 1 kali ditendang
3. 1 kali dicekik didalam mobil yang terkun
ci dengan remote control
4, 1 kali dibanting ditempat tidur
5. 1 kali dibentur-bentur kepalanya dimobil
8, 1 kali dihunus dengan belati dan parang
Saksi pemukulan ini ada 2 orang mahasis-
wa
1. Masarencana
2. Endah
Apabila ada laki-laki yang mendekati Yenni
Agustian maka Drs. Anuar Hamidi berkata :
nkan ku bunuh kau, kepalamu akan digantung
didepan EMKA (Kantor suami Yenni Agustian),
badanmu akan saya potong-potong untuk makan

an anjing.

Kalau Yenni Agustian menjauhi Drs.Anuar Ha-
midi atau melapor kepada fM.Noor Armi,SE sua
minya maka Drs. Anuar Hamidi berkata :

Kalau bukan kau yang mati, atau ifi,Noor Armi

SE mungkin salah satu jadi korban.

Keputusan Rapat Yayasan Semarak B8engkulu

tanggal 29 April 1983 tentang menyetujui

keputusan ...eocee
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keputusan Rektor UNIHAZ No,32/KPTS/3-1/1/1999

tanggal 31 Maret 1998,

Atas alasazn-alasan yang saya kenukakan diatas,mohon

kepada Majelis agar dapat memutuskan :

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Rektor Nomor 32 /
KPTS/B~1/1/1999 yang telah dipertanggung jawabkan
dalam rapat senat Universitas tanggel 2 fApril 18998
telah diterima baik oleh Senat dengan Keputusannya
tangogal tersebut diatas Nomor 01/KPTS/23-1/1/1999,

yang telah diterima dan dikukuhkan cleh Yayasan Se-
marak Benagkulu dengan Surat Keputusannya Nomor 04/

C-I11/Y85/1999 tanggal 3 Mei 1533 adalah syah.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Keputusan Pemberhentian terhadap Penggugat
sebagal Dekan FKIP UNIHAZ Bengkulu oleh Ketua Ya
yasan Semarak Bengkulu berdasarkan 3K, No.3d4/C -
11/Y35/1899 tertanggal 3 MMel 1394, Kewenangannya
telan sesual dengan ketentuan Pasal 27 Statute
UNIHAZ Bengkulu 1933 bahuwa Dekan diangkat dan di
berhentikan oleh Pengurus Yayasan Semarak Bengky
lu atas usul Rektor,

2. Bahua Prosedur Pengambilan Keputusan
didasarkan pertimbangan atas usul Rektor, dan hg
sil Rapat Yayasan Semarak Bengkulu (terlampir).

3. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, TERGUGAT
II menjatuhkan sanksi bahwa PENGGUGAT diberhenti
kan dalam jabatannya sebagai Dekan FKIR UNIHAZ
Bengkulu setimpal dengan perbuatan/ pelanggaran

yang telah dilakukan PENGGUGAT,dan sesual dengan

ketentuan ........ .

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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ketentuan Pasal 100 Statuta UNIHAZ Bengkulu 1993
4, Bahwa TERGUGAT II sebelum mengambil keputusan
pemberhentian terhadap PEWGLUGAT tersebut, telah
menerima pengaduan/laporan serta bukti-bukti ter
lampir bahwa PENGGUGAT telah melakukan perbuatan
/pelanggaran yang bersifat amoral sehingga oleh
karena i1tu jenis sanksi yang dijatuhkan TERGUGAT
IT berupa pemberhentian terhadap PENGGUGAT seba-
gai Dekan FKIP UWNIHAZ Bengkulu sesuai dengan ke-

tentuan pPasal 100 ayat 2 sub d.

5. Bahwa karens perbuatan/pelanggaran oleh PENGGU-

GAT itu amoral, maka berdasarkan pertimbangan Ke

tua Yayasan Semarak Bengkulu PENGSUGAT dikenakan
langsung jenis pelanggaran berat yaitu pemberhen
tian terhadap PENGGUGAT ssbzgail Dekan FKIP UNI-
HAZ Bengkulu,

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan padz angka 1, 2,
3, 4, dan 5 tersebut diates, maka Keputusan Ke-
tua Yayasan Semarak Bengkulu No,04/C-I1/1V/YB3S /
1898 tertanggal 3 Mei 1993 tersebut dari aspek
kewenangan, prosedur, dan substansinya adalah sah

menurut hukum,

Berdasarkan alasan-zlasan tersebut di atas TERGUGA
I1 mohon kepada Ketua Perngadilan Tata Usaha Negara
di Bengkulu kiranya berkenan memutuskan, sebagai be

rikut

1. Menolak gugatan 53T seluruhnva
2. Menyatakan Surat Keputusan Ketua Yayssan Semarak
Bengkulu No,04/C-II/IV/Y3S/ tentang Penberhanti

an saudara Drs., Anuar Hamidi sebagai Dekan FKIP

UdIHAZ ooouevnnnns
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UNIHAZ Bengkulu adalah .sah menurut hukum,

4

lenimbang, bahwa Penggugat atas eksepsi dan
Jjawaban Tergugat I dan II tersebut, telah mengaju-
kan Repliknya tertanggal 27 Juli 1989 yang untuk
mempersingkat waktu tidak akan dimasukkan dalam
uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap me-

rupakan bagian dari putusan ini

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat ter-
sebut Tergugat I dan IT Jjuga telah mengajukan Dup-
liknya tertanggal 3 Agustus 18899 yang dengan alasan
alasan terscbut diatas, juga tidak akan dicantumkan
disini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak
telah menrgajukan alat-zlat bukti berupa surat-surat
yaitu :

Dari Pihak Pengqugat :

Surat-surat bukti Penggugat :

1. Foto copy Petikan Keputusan Rektor Universitas
prof,DR.Hazairin,SH Bengkulu No.32/KPTS5/8-1/1/19
93, tanggal 31 Maret 1983, aslinya ada peda Ter-
gugat I dan diakui oleh Tergugat I (3uxti p-1) ;

2. Foto copy Keputusan Ketua Yayasan Semarak Bengku
lu Womor 04/C-I1/IV/Y35/1399, tanggal 3 Mei 1999
foto cony sesuai dengan aslinya (Bukti P-2)

3. Foto eopy 3erita Acara serah terima jabatan tang
gal 1 April 1593, aslinyz ada pada Tergugat I
(3ukti P-3) ;

4, Foto copy Petikan Keputusan Rektor Unihaz No,138

/KPTS/B8-1/1/1998 tanggal 30 Oktober 1888, sesuail

dengan seeee.oas
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10.

11.

12.

dengan aslinya (Bukti P-4} ;

Foto copy Petikan Keputusan Rektor Unihaz No.33%
/KPTS/B-1/1/1390, sesuzi dengan aslinya ( Bukti-
P=5) 3

Foto copy Petikan Keputusan Rektor Unihaz No,14/
KPTS/8-1/1/1897 tanggal 30 April 1997, sesual dg
ngan aslinya (Bukti P-6) ;

Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan RI. No.0165/002.1/KP/19S57 tanggal 6 Janua
ri 1997, sesuai dengan aslinya (Bukti P=7) ;
Foto copy Petikan Keputusan Rektor Unihaz No. 300
/KPTS/B-2/1/13890 tanggel 1 Maret 1980, sesual dg
ngan aslinya (Bukti P-8) ;

Foto copy surat Drs.Anuar Hamidi ditujukan kepg
da Ketua Yayasan Semarak Bengkulu, tanggal 10-
Mei 1999, sesual dengan carbon copy {tindasan),
(3ukti P-9) ;

Foto copy surat Drs.Anuar Hamidi ditujukan kepa
da Oubernur KDH TK I Bengkulu selaku Ketua Ba-
dan Pendiri Yayasan Semarak Bengkulu tanggal 12
Mel 1999, sesuai dengan carbon copy (tindasan)
(3ukti P-10) ;

Foto copy STATUTA UNIHAZ Tahun 1893, aslinya

ada pada Tergugat I (Bukti P-11; ;

Foto copy Keputusan Rektor Unihaz No.137/KPTS /
3-2/1/1988, aslinya ada pada Teraougat I (Bukti-

N
p-l()) ;

Dari pihak Tergugat— Tergugatl :

surat-surat bukti dari Tergugat 1 :

l‘

Disclaimer

Foto copy surat Pengaduan I, Noor Armi, SL,il.---

kepada ceeesees
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kepada Rektor Unihaz tangogal 2 Maret 1889, sesuai
dengan aslinya (Bukti T.I-1) ;

Foto copy surat dari Ora.lLasmidah tanggal 4 Ma-
ret 1998 kepada Rektor Unihaz perihal menanggapi
laporan pengaduan Sdr.M, Noor Armi, SE,MM, sesuail
dengan aslinya (Bukti T.I-2) ;

Foto copy Surat Keputusan Rektor No,31/KPTS/A-1/
1/1999 tanggal 31 Maret 13889, tentang Pemberhen
tian Sdr.Yennie Agustien dari Mahasisa FXIP UNI-
HAZ, sesual dengan aslinya (Bukti T,I-3) ;

Foto copy Surat Keputusan Rektar No,32/KpTS/B-1/
I1/1399 tanggal 31 Maret 1333 tentang Pemberhenti
an sementara Sdr.0rs, Anuar Hanidi DPegawal Yaya=-
san Semarak Bengkulu dan dari jabatannya sebagai
Dekan FKIP UNIHAZ, sesuail dengan aslinya (Bukti-
T.I-4) ;

Foto copy Surat Keputusan Senat Universitas Prof
DR.Hazairin,SH No,01/KPTS/B-1/1/1999 tentang mem
benarkan dan menerima baik Keputusan Rektor No.
32/KPTS/B~1/1/1999 tanggal 31 Maret 1938, sesuai
dengan aslinya (Bukti T.I-5) ;

foto copy Laporan Rektor kepada Yayasan Semarak
Bengkulu tanggal 28 April 1988 No.157/8-1/1/1999
sesuai dengan aslinya (Bukti T.I-B) ;

Foto copy Keputusan Yavasan Semarak Bengkulu No,
04/C-11/1Y/YBS/1999 tanggal 3 Mei 1989 tentang
Pemberhentian dengan hormat 5K sebagail Pegawal
Yayasan Semarak Bengkulu dan dari jabatannys se-
bagai Dekan FKIP UNIHAZ, sesual dengan aslinya

(Bukti T.I-7) ;

8. Foto ....eu.s.
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8.

10,

Foto copy Surat Keputusan P js. Rektor Unihaz No.
134/KPTS/B=-2/1/1989 tentang Pengangkatan Sdr.Drs
Anuar Hamidi dkk (2 orang) sebagai Pegawai Staf
pada FKIP UNIHAZ dengan Pegawai bulanan versi
Unihaz (PT3) dengan gaji pokok Rp.40,500,- se-
sual dengan aslinya (Bukti T,I-8) ;

Foto copy Kwitansi Jaminan dari PT. Astek Cabang
Bengkulu No, 307055 tentang penerimaan kembali
Claim Astek an, Drs, fAnuar Hamidi peserta Nomor:
90010004384 sejumleh Rp.l1.145,380,~ sesuai deng-
an aslinya (aslinya pada Jamsostek Bengkulu },
(Bukti T.I-9) ;

Foto copy Surat Keputusan Yayasan Semarak Bengku
lu tanggal 22 September 1998 No.305/C-1/IX/1998,

sesuai dengan aslinya (Bukti T.I-10) ;

Surat-surat bukti dari Tergugat II :

1.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Foto copy Keputusan Yayasan Semarak Bengkulu No.
04/C-I1/1V/Y35/1998 tentang pemberhentian Sdr.
Drs. Anuar Hawidi sebagal Dekan FKIP UNIHAZ, se-
suai dengan aslinya (B8ukti T.II-1) ;

Foto copy Keputusan Pengurus VYayasan Semarak
Bengkulu No,005/C-1/IX/1998 tentang Pengangkatan
Dekan dan Pembantu Dekan dalam lingkungan UNIHAZ
sesuai dengan aslinya (Bukti T.,II-2) ;

Foto copy Keputusan Rektor UWIHAZ Bengkulu No.:
32/KPT5/8-1/1/19499 tentang Pemberhentian saudara
Drs.Anuar Hamidi Pegawal Yayasan Semarak Bengku-
lu, sesuai dengan aslinya (Bukti T,.II-3) ;

Foto copy Ketetapan Senat Universitas FProf.

OR. Hazairin,SH. No. 01/KPTS/8-1/1/1988, tentang

Pemberhentian (.....
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10.

Pemberhentian Sementara Sdr.Drs.Anuar H-midi, se
sual dengan aslinya (Bukti T.1I-4) ;

Foto copy Surat Rektor UNIHAZ Bengkulu No,157/B=-
1/1/1989 yang ditujukan kepada Pengurus Yayasan
Semarak Bengkulu tanggal 29 April 1999, sesual
dengan aslinya (Bukti T,II-5) ;

Foto copy Keputusan Rektor UNIH4Z No.31/KPTS/A-1
/1/1999 tentang Pemberhentian Yenni Agustien fla-
hasiswa FKIP UNIHAZ Bengkulu, sesuai dengan asli
nya (Bukti T,II-6) ;

Foto copy Pengaduan an. [i, Noor Armi, SE,MM, yang
ditujukan kepada Rektor UNIHAZ Bengkulu tanggal-
2 Maret 1999 berikut lampirannya, sesuai dengan
aslinya {(Bukti T,I1-7) ;

Foto copy Pengaduan an, Yenni Noor Armi yang di
tujukan kepada Rektor UNIHAZ Bengkulu tanggal 4-
Maret 19989, sesuai dengan aslinya (Bukti T.II-8)
Foto copy Surat an. Dra.lLasmidah yang ditujukan
kepada Rektor UNIHAZ Bengkulu tanggal 4 Maret -
1999, sesuai dengan aslinya (Bukti T.1I-8) ;
Foto copy Kuitansi Pembayaran Jaminan Hari Tua
an. Drs. Anuar Hamidi dari PT. ASTEK (PERSERO)Ca
bang Bengkulu No.30705% tanggal 31 Juli 1943, sg

. . P VI PR .
suai dengan aslinya {(3Sukti T.II-10) ;

flenimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan

saksi dalam perkera ini, sedangkan Tergugat I dan

Disclaimer
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Tergugat II dipersidangan telah mengajukan saksi-
saksi yang sama yang telah memberikan keterangan di

bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSL weeeevesencons
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Saksi-saksi Terqugat I dan II :

1.

Disclaimer

fi. NGCR ARMI, S5E, MM,, yang menerangkan pada po=-

koknya sebagail berikut :

- 3ezhwa dalam kesaksian ini saksi adalah suami ds
ri isteri yang dikerjal oleh Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu hal itu dari surat yang diki-
rimkan oleh Penggugat sendiri

- Bahwa kejadian tersebut sejak tahun 1887 ;

- Bahwa saksi menanyakan hal ini dengan isterinya
dan isterinya mengakul perihuztannya ;

- Bahwa mendengar pengakuan isterinya tersebut --

pertama saksi minta nasihat kepada orang tua

dan selanjutnya melaporkan kasus ini kepada Rek
tor
- Bahwea saksi menerangkan ianya kenal dengan Peng

gugat bahkan dalam usahanya Penggugat men jadi
instruktur j
- Bahws antara saksl dengan Pengyugat lebih dahu-

lu saksi menjadi dosen ;

- Bahwa antara saksi dengan Penggugat sebelumnya
tidak pernah cekcok, bahkan saksi sangat baik

Asbungannya dengan Penggugat ;
- Bahwa dengzn kejadian ini saksi tidak pernah mg

nemui Penggugat karenz tidak bisa mengendalikan

gmosi
- Bahuwa sejak isteri saksi main serong tidak per-
nah mingazt/pergi dari rumahnya ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui hubung-
an Penggugat dengan isterinya dan tidak merasa

curiga karena hubungan saksi dengan Penggugat

sangat

e s s 0000
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sangat baik ;

Bahwa saksi. tidak mengetahui proses terbitnya
SK Rektor No.32/KPTS/B-1/1/1999 tanggal 31 Ma-
ret 13899, saksi hanya tahu bahwa Penggugat dan
isterinya diberhentikan dari UNIHAZ ;

Bahwa saksl menerangkan hubungan antara Penggu
gat dengan isterinya sudah dilaporkan ;

Bahwa saksi menerangkan yang mengangkat Dekan
adalah Yayasan melalui rapat senat dan wusulan
dari Rektor

Bahwa seksil tidek mengetahui jenis-jenis sank
si apabila Dosen dan lainnya melakukan pelang-
garan

Bahwa saksi belum pernah diperiksa di Pengadil

an Negeri dalam kasus ini j

YENNTI AGUSTIEN NA,, yang menerangkan pada pokok-

nya sebagai berikut :

- Bahwa dengan kejadian antara saksl dengan Peng

gugat ada yang menjadi konrban yaitu diberhenti
kan dari UNIHAZ dan saksi menyesal dan menyada
ri kesalahannya dan tidak akan diulangi lagi ;
Bahwa antara saksi dengan Penggugat memang be-
nar ada berhubungan ;

Bahwa hubungan tersebut dilakukan sudah dua ta
hun 3

Bahwa dalam hubungan antara saksi dengan Peng-
gugat ini apakah dilakukan suka sama suka sak-

si tidak tahu, sebab setiap melihat Penggugat

saksi selalu senang ;

- Bahwa sevenss
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- Bahwa saksi tahu/mengenal tulisan tangan dari
Penggugat yang ditunjukkan dipersidangan 3

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat,karena Peng
gugat adalah sebagal dosen saksi dan dalam usa-
ha saksi Penggugat sebagai instrukturnya ;

- Bahwa saksi sudzh diberiientikan dari UNIHAZ se-

telah Rektor mengetahui kasus saksi ;

DRSS, DOLBO _SUTARCL, Mpd.,, yang menerangkan pada po

kaoknya sebagal berikut :
- Bahwa ianya sampal menjadi saksi dalam perkara

ini karena saksi sebagai Pembantu Dekan III FK-

IP UKIHAZ ;

Bahwa yang diketahui saksi tentang Penggugat
berdasarkan informasi Penggugat tersebut sudah
dipecat ;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dipecat sejak

bulan april 1889 ;

Bahwa saksi tidak mengetahui SK Rektor UIHAZ

tentang pemberhentian Penggugat ;

Bahwa saksi tahu kalau Dekan adalah Pimpinan Fa
kultas, Dosen adalah tenaga Pengajar dan Pega--

wal adalah pengelola administrasi ;

Bahwa saksi menerangkan kalau Dekan diangkat o-

leh Yayasan, Dosen dan Pegawai diangkat oleh --

Rektor 3

- Bahwa menurut saksi Dekan diangkat oleh Yayasan
berdasarkan usul senat ke Rektor dan Rektor me-
ngusulkannya ke Yayasan ;

- Bahwa saksi tidak tahu persis rektor berwanang

apa tidak memberhentikan Dekan ;

- Bahwa .o
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Sahws saksi belum membaca Statuta ;
Bahwa saksi tidak tahu menurut Statuta Dekan di
berhentikan oleh Yayasan

Bahwa saksi tidak tahu rapat senat dalam rangka

‘e

tian Oekan dapat di-

v

pengangkatan dan pembarhen

b

adakan apabila Dekan tidak ada ;

Bahwa saksi kurang jelas kalau tidak ads Dekan
sebagal Ketua Senat Anggota senat dapat mengu-
sulkan rapat Senat ;

Bahua saksi tidak tahu pemberhentian Penggugat
sebagai Dekan tanpa adanya rapat senat, tapi Rek
tor memberkentikan Penggugat

Bahwa saksi tahu kalau tidak ada Dekan penggan-
tinya adalah Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswa-
an ;

Sahwa saksi menerangkan pemecatan DOekan (Penggu
gat) tersebut belum ada rapat senzt ;

Bahwa saksi belum memahami Statuta ;

Bahwa saksi menerangkan rapat senat tidak per-
nah diadakan untuk mengusulkan Pengguagat diber-
hentikan j

Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk mengada-
kan rapat senat untuk membahas masalah Penggu-
gat ;

Bahuwa saksi meng=znzl tulisan dsn tand= tangan

Dengqgungat yang diperlinatkan dipersidangan ;

JRA, NURMIWTAN SILABAN, yang menerangkan pada po-

koknya sebagai berikut :

Sahuwa yang akan diterangkazn saksi dalam perkara

ini sieeeesse
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ini adalah bahwa Penggugat telah diberhentikan
dan telah diganti orang lain ;

Bahwa saksi tidak tahu kejadian yang dialami
oleh Penggugat ;

Bahwa saksi juga tidak tahu yang lainnya ;
Bahwe saksi di Unihaz adalah sebsgai Pembantu
Dekan II FKIP

Bahwa saksi dalam senat sebagal anggota ;
Bahwa saksi tidak tahu di URIBAZ berlaku PP.
No. 30 Tahun 1980 atau tidak ;

Bahwa saksi baru beberapa bulan menjabat Pem-
bantu Dekan II jadi tidak mengetahui Peraturan
tersebut diatas ;

Sahwa sepengetahuan saksl Penggugat selama be-
ker ja baik, disiplin dan belum pernah dijatuhi
hukuman disiplin j

Bahwa saksl menerangkan beda Yayasan dengan
Unihaz kalau Yayasan adalah pembina Unihaz se-
dangkan UNIHAZ laubaga Perguruan Tinggi ;
Bahwa saksi menerangkan yang berwenang mengang
kat Pegawal, Dosen adalah Rektor sedangkan De-
kan diangkat oleh Yayasan j

Bahwa saksi menerangkan yang berwenang mengang
kat dan memberhentikan Dekan adalah Yavasan ;
Bahwa saksi menerangkan Penggugat diberhentikan
oleh Rektor seb=zgal Pegawzi, Dosen dan Dekan ;
3ahwa saksi tidak tahu dasar yang dimiliki oleh
Tergunoat I untuk memberhentikan Pengguget ;
3ahwa saksi menerangkan sebelum diterbiikan

SK. bemberhentian Penqgguaoat saksi tidak tahu

apakah (eeeeeens
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apakah diberikan waktu untuk membels diri atau
tidak ;

Sahwa saksi tidak tahu setiap pemberhentian sg
lalu ada rapat senat karena kejadian ini baru
pertama terjadi ;

Bahwa saksi menerangkan rapat senat dapat di-
adakan tanpa hadirnya ketua senat j;

3ahwa saksi tidak tahu dasar hukum terbitnya
5K Rektor tersebut ;

Gahwa saksi tidak tahu Statuta disusun berda-
sarkan UU No, 2 Tahun 1989 dan Peraturan lain
karena baru menjabat sebagai Pembantu Dekan ;
Bahwe saksi tidak tahu Peraturan-psraturan di-
Unihaz ;

3ahwa menurut saksi Statuta disusun atas persg
tujuan Yayasan ;

Bahwa saksi mengetahui Status UNIHAZ yaltu ada
Terakreditasi dan proses terakreditasi serta
terdaftar ;

Bahwa menurut saksi status tersebut di perolehn
dari Dirjen DIKTI Depdikbud RI. j;

3ahwa saksi menerangkan tahu yang berhak meng-
angkat Rektor adalah Yayasan j;

3ahws saksi tidak tahu kalau yang mengangkat-
Rektor Mendibud atas usul Yayasan ;

8ahwa saksi menerangkan Rektor bertanggung ja-
wab kepada Mendikbud dan Yayasan ;

Sahwa saksi menjadi Dembantu Dekan sejak bulan
Oktober 1588 3

Sahwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya

kalau sovesesees
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kalau Dekan yang melakukan pelanggaran ;

- Bahwa menurut saksi tidak pernah diadakan ra-
pat senat dalam masalah pemberhentian Penggu-~
gat ;

- Bahuwa saksi bekerja di UNIHAZ sudah 12 tahun

Menimbang, bahwa para pihak telah menyerah-
kan kesimpulan-kesimpulannya dalam perkara ini, ma-
sing masing Pengguogat tertanggal 18 Agustus 1399

Tergugat I dan II tertanggal 18 Agustus 1998 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak

mohon putusan j

flenimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi
di persidangan dalam perkara ini ditunjukkan dzlam
Berita fAcara yana bersangkutan, dan menjadi bagian

dari pada putusan ini j

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUR

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat

adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahuwa terhadap gugatan Penggugat
tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengaju-

kan eksepsi yang pada pokoknya sebagal berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ti-
dak berwenang untuk mengadili atau memproses gu
gatan yang diajukan oleh Saudara ORS,ARUAR HaliI-
DI (ANWAR HAMIDI), karenz unsur-unsur yang dimak
sud dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5

Tahun ...,
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Tahun 1985 tidak terpenuhi. Lebih tegas dinyata-
kan bahwa sengketa ini bukan Sengketa Tata Usaha
Negara,

Rektor UNIHAZ sebagal personifikasi Lembaga Pen=-
didikan Swesta yang melaksanzkan bagian dari tu-
gas tugas pemerintah bukan Badan Tata Usaha Nega
ra tetapi adalah Badan Swasta yang dibentuk ber
dasarkan Keputusan Yayasan Semarak Bengkulu No-
mor 1 Tahun 1384, Penggugatpun bukan seorang Pe

gawal Negeri, tetapl adalah pegawai swasta yang
diangkat dengan Keputusan Pjs, Rektor UNIHAZ Wo-
mor : 184/KRTS/8-2/1/1988 tanggal 9 Maret 1966
TMT, 1 April 1388,

Jadi posisinya sekarang pegawal swasta versus

badan swasta ;

Bahwa Penggugat adalah pegawal yayasan semarak
Bengkulu murni/dosen yayasan murni, vyang tunduk
pada Statuta UNIHAZ dan yayasan Semarak Bengkulu
adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasar-
kan akta di bawah Notaris vyang kepunyaan Peme-
rintah Daerah Propinsi Bengkulu (sebagai badan
pendiri}, tetapi bukan badan pemerintah atau me-
rupakan bagian dari Sekretariat Pemerintah Dae-

rah Propinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergu

gat terssbut telah disangkal oleh Penaguaoat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut

Pengadilan Tata Usaha Negara mempertimbangkannya sg

bagail berikut :

- Bahwa +...v... .
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Bahwa yang bertanggungjawab atas bidang pendidikan
nasional adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam
Undang=-undang Nemor 2 Tahun 1989 tentang Sistem

Pencdidikan Nasional pasal 1 angka 12 ;

Bahwa masyarakat sebagal mitra Pemerintah berkesem
patan yang seluas-luasnya untuk berperanserta da-
lam penyelenggaraan pendidikan nasignal, di mana
ciri khas satuan pendidikan yang diselennggarskan
oleh masyarakat tetap diindahkan serta syarat-
syarat dan tata cara dalam penyelenggaraan pendidi
kan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, seba-
gaimana yang t=lah ditentukan dalam Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1883 tentang Sistem Pendidikan Nasiog

nal pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) ;

S2hwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah
SBadan atau Pejabat yang melaksanakan urusan peme=-=
rintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1886 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara pasal 1 angka 2 ;

Bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara menurut pasal 1 angka 2 tersebut ada-
lah menunjuk kepada apa saja dan siapa saja yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ber-
laku untuk melaksanakan suatu bidang urusan peme-
rintahan, maka ia dapat diancugap berkedudukan se-

bagail Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
Bahwa yang menjadi patokan bukanlah kedudukan

struktural ........
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struktural "organ atau pejabat" yang bersangkutan
dalam jajaran pemerintah, bukan pula nama resmi-
nya, melainkan fungsi yang dilaksanakan itu berda-
sarkan peraturan perundang-undangan merupakan sua-
tu tugas urusan pemerintahan ( public services ),

maka yang berbuat demikian itu dapat dianggap ber-

kedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara ;

Bahwa dalam kenyataannya berbzgai tugas-tugas
pemerintahan itu berada dalam tangan instansi

instansi di luar pemerintah, seperti badan - badan
hukum perdata yang didirikan ocleh pemerintah dan
kadangkala suatu badan swasta murni oleh peraturan
perundang-undangan diberi wewenang untuk melaksana
kan dan bertindak sebagal pelaksana suatu bidang
urusan pemerintahan j

Hal ini dapat dijumpai pada lembaga-lembaga pendi-
dikan swasta, kegiatan sosial, dan dibidang kese-

hatan rakyat ;

Bahwa Yayasan Semarak Bengkulu yang merupakan Ba-
dan Penyelenggara Universitas Prof.DR.Hazairin, 5H.
Bengkulu (UNIHAZ) adalah didirikan oleh Pemerintah
Daerah Bengkulu guna melaksanakan tugas pemerintah
an dalam bidang pendidikan, yang wewenangnya diper
oleh secara atributif dari Undang-undang Nomor : 2

Tahun 1983 ;

Bahwa adapun hubungan k2pegawaian, dosen,dekan dan
rektor yang diatur menurut peraturan dasarnya vya-

itu Statuta UNIHAZ hanyalah bersifat pelengkap,

YaNg weauos..
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yang tidak terlepas sama sekali dari unsur hukum
publik karena disusun berpedoman kepada Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1930 dan kemudian di
ketahui oleh Kopertis wWilayah II Palembang,dimana
Ketua Yayasan dan Rektor berwenang mengangkat dan
memberhentikan pegawal, dosen dan dekannya sendi-
ri. Hubungan tersebut jelas bukan merupzkan kon-

trak kerja seperti pada perusahaan suasta ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertim
bangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tatas Usaha
Negara berpsndapat bzhwa Ketua Yayasan Semarak Beng
kulu dan Rektor Universitas Prof.DR. Hazairin, SH.
Bengkulu adalah Badan atau Pejabat Tata Uszha Nega-
ra yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah in
casu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik In-
donesia dalam menyelnggarakan urusan pemerintahan

dibidang pendidikan

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan

dalam perkara ini adalah :

1, Surat Keputusan Nomor 32/KPTS/8-1/1/1999 tanggal
31 Maret 14989 tentang Pemberhentian Sementara
Sdr. DRSS, ANUAR HAMIDI Pegawal VYayasan Semarak
Benagkulu dan dari jabatannya sebagail Dekan FKIP
UNIHAZ yang diterbitkan oleh Rektor UNIHAZ in
casu Tergugat I (vide bukti P-1 conform bukti T,

I-4a, b dan bukti T.II-3) ;

2. Surat Keputusan Nomor 04/C-II/IV/YSB/1939 tang-
gal 3 Mei 19938 tentang Pemberhentian Sdr.DRS.ANU

AR HAMIDI sebagai Pegawal, dosen dan Dekan FKIP

UNIHAZ ,.....0.
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UNIHAZ yang diterbitkan oleh Ketua Yayasan Sema-
rak Bengkulu in casu Tergugat II (vide bukti p-2

conform bukti T,I-7 dan bukti T,11-1) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tata Usa
ha Negara meneliti dengan seksama, berpendapat bah-
wa Surat Keputusan Tergugat I dan Terougat II a guo
telah memenuhi ketentuan sebagai Keputusan Tata Usa
ha Negara, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1
angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1386, sehingga
menjadi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negzra-
Bengkulu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan
nya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi
para Tergugat annka 1 dan angka 2?2 tersebut haruslah
ditolak dan gugatan Penggugat harus dinyatakan da-

pat diterima ;

DALAM POKIK PzZiRKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan

Penggugat pada pckoknya adalah :

- Bahwa tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pe-
ringatan kepada Penggugat, secara tiba-tiba Ter-
gugat I telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor:
32/KPTS/B-1/1/1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang
pemberhentian Sementara Sdr. DRS,ANUAR HAMIDLI Pe-
gawai Yayasan Semarak Bengkulu dan dsrli Jjabatan-

nya sebagai Dekan FKIP UNIHAZ ;

- Bahwa kemudian Tergugat I1 telah pula menerbitkan

Surat Keputusan Nomor 04/C-II1/IV/YS3/18339 tanggal

3 Mel oovuuen
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3 Mei 18389 tentang Pemberhentian Sdr. DRS. ANAWAR
HAMIDI sebagal Pegawal, Dosen/Tenaga Pengajar dan

Dekan FKIP UNIHAZ ;

- Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terse-
but adalah sewenang-wenang dan bertentangan dengan
peraturan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerin-
tahan Yang Baik (Pasal 53 ayat (2) sub a, b dan c)
sehingga Surat Keputusan tersebut menjadi cacat

hukum dan tidak sah dan harus dinyatakan batal

Menimbang, bahwa para Tergugat ternvata me-
nyangkal akan dalil-dalil gugatan tersebut, oleh ka=
rena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatsan itu ha-

rus dibuktikan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahuwa untuk membuktikan dalil
gugatannya, Pengqgugat telah mengajukan bukti surat
yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan untuk
membuktikan dalil sangkalannya pare Tergugat telah
menga jukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sam-
pai dengan T.I-10 dan T,II-1 sampai dengan T.1I-10
serta 4 (empat) orang saksi yaitu M.NOOR ARMI, SE,MNM,
YEANNI AGUSTIEN NA, DRS. DODU SUTARUI,Mpd. dan DRA =
NURMINTAN SILABAN

flenimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara
dalam memeriksa, memnutus dan menyelesaikan sengketa
ini berpedoman kepada pasal 107 Undang-undang NomorT
5 Tahun 1985 yang menentukan bahwa apa yang dibukti-
kan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian
dan sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya

dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, dengan

demikian .eeeesee
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demikian mencari kebenaran mnateriil harus memper-

hatikan segala sesuatu yang terjadi di persidang

0]
-]

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tata U

0
{9

he Negara menilal dan mempertimbangkan tentang sah

T
i

tidaknya kedua Keputusan ata Jsaha Negara a guo
yang dijadikan obyek gugatan ini beserta alasan
yang menyebabkan diterbitkannya kedua Keputusan Ta

ta Usaha Negara tersebut,maka perlu dipertimbangkan

terlebih dahulu tentang ' Apakah Penggugat memang

[

mempunyal kepentingan dalam mengajukan gugatan in

sehingga ia dapat dikataken mempunyai kwalitas
sebagal Denggugat ?2 "

[WH

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan

'

persyaratan yang esensial untuk mengaiukan gugatan
sebagaimzna ditegaskan dalam pasal 53 ayat (1 )

Uncgang-undang Nomor 5 Tahun 1862 yang menyebutkan

banuwa

adan hukum perdata yanc merasa ke=-
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pentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha
Megera dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pe-
ngadilan vyang berwenang yang berisi tuntutan agar
Keputusan Tata Usesha Negara yang disengkstakan itu
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa

disertal tunitutan ganti rugi dan atau rehabilitasi™;

Menimbang, bahwa selain daripads itu menge-
nai perlunyz unsur kepentingan ini dipertimbangkan,
adalah juga didasarkan pada asas umum didalam Hukum

N oM Ly Lak £iad
Acara yang berbunyl Tiacda kepentingan maka iada

. . . . sy
qugatan” (Psint d'interet, point d'action) ;

Menimbang, bahwa dengan dicairkannya Jjaminzn

Harl seeaee e
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Hari Tua dari PT. JAMNSUSTEK berdasarkan Surat Ke-
putusan Ketua Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 04/c-
II/IV/YBS/1999 tanggal 3 Mei 1399 tentang Pember-
hentian Sdr, DRS. ANUAR HANIDI sebagai Pegawai,
Dosen/Tensga Pengajar dan Dekan FKIP UNIHAZ, Peng-
gugat tidak kansisten dengan gugatannya sebaliknya

Penguugat telah mengakul dan menerims keabsahan Su-

iy

rat Keputusan Tergugat I dan Terguaoast I1 2 quo

(vide bukti T,1-9 conform buk:ti T.1I-10) :

Menimbang, bahwa sebagal pertimbangan yang
dianggap penting selain dari pada tersebut di atas,
yakni Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Meng
undurkan diri dari URIHAZ tertanggal 13 Juli 1988

s

(vide lampiran bukti T,I-9 conform lampiran bukti

-t

T.1I-10) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta
yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka Peng-
adilan Tata Uszha Negara berpendzpat ternyata Peng-
gugat tidak ada kepentingan lagi untuk menga jukan
gugatan dalam kuwalitas sebagal seseorang yang mera=-
sa kepentingannya dirugikan, sehingga oleh karena-
nya tanpa mempertimbangkan inti pokok persengketaan
selanjutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak un-

tuk seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh Kkarena gugatan telah

ditolak maka Penggugat harus dibebani membayar bia-
ya perkara ;

Memperhatikan pasal 53 ayat (1) dan pasal-

pasal lain yang berkaitan dalam Undang-undang Nomor

S Tahun ceeevense
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5 Tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain yang

bersangkutan ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tersgucat untuk seluruhnyaj;—-

DALAM POKIOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnyaj-——-=—-

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang ditentukan sebesar Rp.85.001,-{delapsn puluh

lima ribu rupiah)j—=——=——mmm e ————— e

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tang-
gal 25 AGUSTUS 1998 dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha HNegara Bengkulu
vang terdiri dari WNORA MUROD, SH. selaku Ketua
Majelis dengan didampingi oleh M. HAPOSAN SIRALT,SH
dan KHAIRUDDIN NASUTIOW, SH., masing-masing sebagail
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum padas hari itu juga oleh
Majelis Hakim tersebut dengan dibantu RAMLI, SH,

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa

Penggugzat .........
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